BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian tentang sertifikasi dan

registrasi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat,

LPJKN, LPJKD Prov. DKI Jakarta, USTK Prov. DKI Jakarta, Asosiasi/Institusi

diklat, Asesor dan Tenaga Terampi Konstruksi, maka dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

1) Seluruh responden (7 responden yang berjumlah 160 orang) hasil analisis
deskriptif / frequency index (FI) terhadap pelaksanaan sertifikasi dan registrasi
adalah 66,4 % yaitu pada keadaan “Netral”.

2) Berdasarkan hasil perhitungan Frequency index (FI) didapat/diketahui faktor
yang paling mempengaruhi pelaksanaan Sertifikasi dan Registrasi dari ketujuh
kelompok responden, antara lain :

a. Berdasarkan kelompok responden ditjen bina konstruksi adalah faktor
C31 *“Sertifikat menjadi syarat untuk dapat bekerja pada proyek
pemerintah”.

b. Berdasarkan kelompok responden LPJKN adalah faktor B13 "Selalu
melakukan pengarsipan pemohon SKA/SKTK”.

c. Berdasarkan kelompok responden LPJKD Prov. DKI Jakarta adalah
faktor B13 “Selalu melakukan pengarsipan pemohon SKA/SKTK”.

d. Berdasarkan kelompok responden USTK Prov. DKI Jakarta adalah

faktor B13 “USTK memiliki skema sertifikasi”
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e. Berdasarkan kelompok responden Asosiasi Profesi/Institusi Diklat
terdapat 2 (dua) faktor yang mepunyai peringkat 1 yaitu faktor B19 dan
C38 yaitu “Pembayaran biaya SKTK ke LPJK berjalan dengan lancar
dan Asosiasi/Institusi diklat mempunyai SKKNI”.

f. Berdasarkan kelompok responden Asesor adalah faktor C37 “USTK
memiliki skema sertifikasi”

g. Berdasarkan kelompok responden Tenaga Terampil Konstruksi terdapat
2 (dua) faktor yang mepunyai peringkat 1 yaitu faktor D62 dan D63
yaitu “Sertifikat dapat membuat saya diakui di pekerjaan dan Sertifikat
dapat meningkatkan kompetensi saya”.

3) Berdasarkan hasil perhitungan analisis dengan Frequency index (FI)
didapat/diketahui 5 (lima) faktor terendah yaitu Pengawasan/inpeksi terhadap
kepemilikan sertifikat sudah dilakukan, Sertifikat telah menjadi dasar
pemberian program jaminan kesehatan tenaga kerja konstruksi, Tidak pernah
mengalami hambatan ketika upload data tenaga kerja di Sistem Informasi
Konstruksi (SIKI), dan Masa berlaku sertifikat dua tahun sudah cukup.

4) Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka diperoleh beberapa rumusan
rekomendasi yang dapat dilakukan dalam mendorong pelaksanaan sertifikasi
dan registrasi, yaitu :

a) Pengawasan/inspeksi terhadap kepemilikan sertifikat belum dilakukan
oleh karena itu perlu dilakukan linkages
/keterkaitan hubungan antara kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, LPJKN dan kontraktor yaitu dengan membuat

aturan main yang jelas (Reward and punishment), diperlukan
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d)
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pengawasan/inspeksi yang ketat dalam proses sertifikasi baik dari
LPJKN maupun pemerintah (dibentuk semacam polisi konstruksi
yang dapat melakukan penindakan tegas bagi perusahaan/proyek yang
memperkerjakan tenaga kerja yang tidak bersertifikat di dalam proyek
pemerintah maupun swasta;

Sertifikat telah menjadi dasar pemberian program jaminan kesehatan
tenaga kerja konstruksi oleh karena itu perlu dibuat aturan yang jelas
mengenai perolehan upah dan jaminan kesehatan tenaga kerja
konstruksi setelah memiliki sertifikat serta harmonisasi antara BPJS
dengan sertifikat kompetensi sehingga tenaga kerja yang bersertifikat
sekaligus memiliki jaminan kesehatan dan sertifikat menjadi
pembeda/mempunyai nilai tambah bagi yang memiliki yaitu jaminan
kesehatan, kepastian berkerja, kepastian gaji, dan indikator
kompetensi diri;

Tidak pernah mengalami hambatan ketika upload data tenaga kerja di
Sistem Informasi Konstruksi (SIKI) dengan perbaikan-perbaikan
yaitu dengan cara peningkatan keamanan security keamanan,
pengembangan server supaya lebih cepat dan stabil, perlunya
upgrading teknologi baik secara software dan hardaware kedepannya
perlu dibuat semacam aplikasi mobil phone untuk dapat
pengoperasian SIKI melalui handphone.

Biaya yang dianggap terlalu mahal bagi tenaga kerja konstruksi
rekomendasi perbaikannya adalah dengan cara bagi tenaga terampil

yang tertarik untuk mengikuti sertifikasi maka untuk pertama kali
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harusnya “gratis”/dibiayai oleh pemerintah, selanjutnya pada saat
perpanjangan/renewal sertifikasi bisa dikenakan biaya, semakin
bertambah pengalaman kerja maka pekerja semakin mampu dan
aware terhadap pentingnya sertifikasi pasti mereka rela/willing to pay
untuk sertifikasi jika merasakan manfaatnya.

Masa berlaku sertfikat hanya dua tahun sudah cukup, ini yang
menyebabkan banyak tenaga kerja terampil yang tidak mau mengikuti
sertifikasi, karena dirasakan jangka waktu yang terlalu singkat,
sehingga setelah dua tahun tenaga kerja kita harus memperpanjang
SKTK, oleh Kkarena itu diharapkan pemerintah mengeluarkan
kebijakan tentang masa berlakunya SKTK sekitar 5 tahun agar tenaga
kerja kita tidak perlu repot-repot memperpanjang setiap dua tahun
sekali, rekomendasi perbaikan berikutnya adalah dengan program
CPD  (Continuing Professional Development) / Program
Pengembangan Profesional yang berkelanjutan untuk ahli dan
terampil sehingga tenaga terampil tersebut dapat
mengimplementasikan program tersebut.

Belum ada ketentuan untuk yang tidak punya ijazah (SD,SLTA dan
D1) sehingga perlu dibuat kebijakan /aturan tentang batasan
pengalaman dan pendidikan bagi tenaga kerja yang belum
mempunyai ijazah pendidikan yaitu dengan dibuatnya ketentuan yang
jelas agar tenaga terampil dapat mengikuti assessment, rekomendasi
lain adalah dengan syarat ijazah diganti dengan pengalaman Kkerja

minimal sekian tahun;
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Pada proses sertifikasi dan registrasi di beberapa daerah berbeda-beda
(missal di riau proses sertifikasi dan registrasi sangat mudah, tanpa
pembekalan dan uji bisa langsung terbit sertifikat rekomendasi
perbaikannya adalah dengan cara membuat aturan yang lebih jelas
dan detail terkait kualifikasi dan klasifikasi tenaga kerja konstruksi
yang sesuai dengan kondisi tenaga kerja konstruksi di lapangan
sehingga mempermudah pelaksanaan sertifikasi, sertifikasi dan
registrasi dilaksanakan secara online dan database dikelola dengan
baik untuk memudahkan pembinaan sekaligus sebagai layanan
informasi bagi masyarakat, pengawasan/inspeksi yang ketat dalam
proses sertifikasi baik dari LPJKN dan Pemerintah agar tidak terjadi
perbedaan dalam pelaksanaannya;

Rekrutmen Asesor sudah mengindahkan kompetensi dan integritas
yang tinggi sehingga asesor dalam melaksanakan uji kompetensi tidak
dengan asal-asalan dan tidak memikirkan honornya saja.

Pada saat Asesi/Uji Kompetensi peserta asesi tidak direkrut dengan
benar yaitu tidak sesuai dengan ketentuan sub bidang yang diujikan,
kebanyakan peserta belum berpengalaman sehingga banyak peserta
yang tidak kompeten sebagai contoh Lulusan SMK mengambil TS-
028 / Jalan, TT-008 / Pipa, rekomendasi perbaikannya adalah dengan
cara merekrut peserta yang sesuai dengan persyaratan yang di uji,
peserta diwajibkan ikut ujian praktek karena nilai praktek lebih
akurat, kemudian juga dengan membuat aturan yang lebih jelas dan

detail terkait kualifikasi dan klasifikasi tenaga kerja konstruksi sesuai
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)

dengan bidang di uji sehingga dapat mempermudah pelaksanaan
sertifikasi.

Penggunaan MTU tidak mempercepat proses sertifikasi, karena MTU
hanya sebagai menghimpun data tenaga kerja konstruksi di lokasi
yang didatangi, Provinsi, Kabupaten/Kota belum mengadakan sendiri
MTU (masih bantuan APBN), Alat- alat yang disimpan di dalam
MTU tidak sesuai dengan standar pekerjaan dan kualitasnya kurang
baik, pelaksanaan belum maksimal karena MTU hanya berada di
kecamatan saja tidak mendatangi proyek-proyek pemerintah atau
swasta yang sedang berjalan, rekomendasi yaitu dengan cara selalu
bekerjasama dengan proyek-proyek pengembang, sehingga jelas arah
dan pesertanya, Daerah perlu disosilisasikan penggunaan MTU dan
ditraining lagi soal operasional penggunaan MTU, MTU harus
difungsikan sebagai TUK (Tempat Uji Kompetensi) mobile yang
menyediakan perlengkapan yang sesuai dengan metode assessment
yang selalu dirancang untuk dapat dilakukan di tempat kerja dan
mensimulasikan tempat kerja yang sesungguhnya, Jadwal operasional
MTU ke beberapa tempat sebaiknya di informasikan secara luas
sehingga bisa dimanfaatkan secara luas oleh seluruh masyarakat
terkait, tidak dibatasi 1-2 angkatan saja ada “Call Centernya”,
Pembiayaan operasional MTU ini harus dialokasikan/dibakukan dan
dibiayai oleh pemerintah pusat/daerah sebagai bentuk layanan publik,
Penggunaan MTU perlu dioptimalkan lagi, karena saat ini masih

belum bisa secara langsung memberikan sertifikat di lapangan,
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harusnya bisa langsung cetak sertifikat ditempat setelah yang

bersangkutan lulus uji kompetensi.

5.2 Saran

1. Penelitian ini masih dapat dikembangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang
paling mempengaruhi pelaksanaan sertifikasi dan registrasi selain daripada
responden di jakarta agar ke depannya dikembangkan di seluruh indonesia
sehingga akan terlihat hasil yang lebih faktual terhadap keseluruhan
pelaksanaan Sertifikasi dan Registrasi dan lebih mengahasilkan hasil evaluasi
dan rekomendasi-rekomendasi perbaikan yang lebih tepat agar pelaksanaan
sertifikasi dan registrasi dapat berjalan lebih baik dan sempurna.

2. Penelitian ke depannya diharapkan dapat membahas sikap dari masing-masing
institusi ketujuh kelompok unsur pelaksana sertifikasi dan registrasi terhadap
keseluruhan pelaksanaan sertifikasi dan registrasi. Analisis sikap tersebut
dilakukan berdasarkan tingkat kepentingan yang menunjukkan arogansi

masing-masing responden.
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